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ABSTRACT

The development of marketplaces in electronic commerce has increased transaction
convenience while also raising the potential for disputes between sellers and buyers.
Consumer disputes commonly arise from products not matching descriptions, delivery
delays, fraud, and lost packages. This study analyzes consumer protection, dispute resolution
mechanisms, and marketplace liability in electronic transactions using a normative juridical
method. The findings indicate that although consumer protection has been regulated through
preventive and repressive mechanisms, its implementation remains suboptimal due to
unclear limits of marketplace responsibility and weak supervision of sellers.

Keywords: Consumer Protection, Marketplace, Consumer Disputes

ABSTRAK

Perkembangan marketplace dalam perdagangan elektronik meningkatkan
kemudahan transaksi sekaligus potensi sengketa antara penjual dan pembeli.
Sengketa konsumen umumnya terjadi akibat barang tidak sesuai deskripsi,
keterlambatan pengiriman, penipuan, dan paket hilang. Penelitian ini memiliki
tujuan untuk mengevaluasi perlindungan bagi konsumen, mekanisme penyelesaian
sengketa, serta tanggung jawab marketplace dalam transaksi elektronik. Studi ini
menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan
peraturan perundang-undangan (legislative approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme
perlindungan konsumen diwujudkan melalui dua aspek utama, yakni upaya
pencegahan dan pelaksanaan penegakan hukum, meskipun implementasinya
belum mencapai tingkat optimalitas. Hal ini disebabkan oleh ambiguitas dalam
batasan tanggung jawab platform marketplace serta pengawasan yang kurang
efektif terhadap para pedagang.

Kata Kunci: Perlindungan bagi konsumen, marketplace, konflik antar konsumen.
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah
pola aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Transaksi menggunakan platform
digital seperti e-commerce dan marketplace kini telah berkembang menjadi unsur
yang memiliki peranan signifikan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, karena
memberikan kecepatan, kenyamanan, dan efektivitas (Cahya & Adiningsih, 2025).
Perubahan ini menandai pergeseran transaksi dari sistem konvensional menuju
sistem elektronik yang semakin terintegrasi. Marketplace berkembang seiring
meningkatnya preferensi masyarakat terhadap layanan yang praktis, termasuk
kemudahan pengiriman barang lintas wilayah (Gofar et al., 2025). Marketplace
merupakan pasar virtual yang mempertemukan penjual dan pembeli secara daring,
dengan platform berperan sebagai pihak ketiga yang menyediakan sarana
transaksi, pembayaran, dan distribusi barang (Mas'udah, 2024). Contoh pasar yang
tumbuh dengan cepat di Indonesia meliputi Shopee, Tokopedia, Bukalapak, serta
Lazada (Pratiwi et al., 2025).

Namun, di balik tampilan yang sederhana ini, terdapat kerumitan dalam
hubungan hukum antara pembeli dan perusahaan. Pembeli sering kali menghadapi
masalah, seperti barang yang tidak sesuai dengan penjelasan, kegagalan
pembayaran, penipuan, serta pelanggaran data pribadi yang berpotensi
menimbulkan kerugian materiel maupun immaterial (Cahya & Adiningsih, 2025).
Perkembangan ini menjadi semakin penting karena total nilai transaksi e-commerce
nasional diproyeksikan menembus angka sebesar Rp401 triliun. rupiah pada tahun
2021, yang menunjukkan tingginya intensitas transaksi sekaligus potensi sengketa
(Wicaksena, 2022). Sebagai pelaku penting dalam dunia perdagangan online,
marketplace tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana transaksi jual beli, tetapi
juga mengatur cara transaksi berlangsung, mulai dari pembayaran hingga
pengiriman. Namun, mekanisme perlindungan konsumen yang tersedia belum
sepenuhnya efektif. Banyak konsumen mengalami kesulitan dalam menuntut
haknya karena lemahnya sistem pengaduan serta ketidakjelasan tanggung jawab
marketplace yang sering membatasi perannya sebagai penyedia platform. Padahal,
marketplace memiliki kontrol signifikan terhadap jalannya transaksi (Athallah &
Gunadi, 2025). Karena itu, perlindungan bagi konsumen di platform online adalah
masalah hukum yang penting untuk dipelajari, khususnya terkait penyelesaian
sengketa antara penjual dan pembeli serta tanggung jawab marketplace (Ranto,
2019).

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang
mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual (Nggilu, 2020). Pendekatan konseptual menekankan pemeriksaan
konsep-konsep seperti perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha,
serta prosedur penyelesaian perselisihan di platform marketplace. Sementara itu,
pendekatan perundang-undangan melibatkan kajian mendalam atas sejumlah
ketentuan hukum yang berkaitan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
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mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80
Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penelitian normatif
hukum ini bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur
perlindungan konsumen dalam aktivitas perdagangan, khususnya terkait dengan
konflik hukum antara pedagang dan pembeli (Hertanto & Djajaputra, 2024).
Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai jenis informasi utama, yang
bersumber dari berbagai tingkatan sumber hukum, yakni primer, sekunder, dan
tersier. Sumber hukum primer melibatkan peraturan perundang-undangan serta
ketentuan terkait yang mengatur perlindungan konsumen dan transaksi elektronik.
Adapun sumber hukum sekunder mencakup buku ajar, jurnal akademik, temuan
penelitian, serta tulisan hukum yang relevan dengan pokok kajian. Materi hukum
tersier dipakai sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum maupun
ensiklopedia. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui penelitian pustaka,
yang meliputi pencarian, pemeriksaan, dan analisis terhadap undang-undang,
literatur hukum, serta publikasi akademik mengenai perlindungan konsumen di
pasar daring (Alamin et al., 2023). Data yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis
melalui pendekatan kualitatif-normatif, yakni dengan menginterpretasikan norma
hukum dan membandingkannya dengan transaksi yang terjadi di marketplace
(Andreawan, 2024). Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis,
yaitu dengan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis
implikasi hukum yang muncul dalam sengketa antara penjual dan pembeli di
marketplace, guna menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang
relevan terkait perlindungan konsumen (Putra et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Perlindungan Konsumen dalam Marketplace

Perlindungan konsumen dalam perdagangan daring dapat diklasifikasikan
menjadi langkah-langkah pencegahan dan langkah-langkah responsive (Gunadi &
others, 2025). Langkah-langkah pencegahan dirancang untuk menghindari
kerugian bagi konsumen sebelum proses transaksi rampung. Tipe perlindungan ini
diterapkan melalui pembentukan kebijakan di platform. sistem verifikasi dan
penilaian penjual, penyediaan informasi produk yang transparan, serta
penggunaan sistem pembayaran escrow, di mana dana konsumen ditahan
sementara hingga barang diterima sesuai dengan ketentuan. Mekanisme tersebut
dirancang untuk meminimalkan risiko penipuan dan ketidaksesuaian produk
dalam transaksi elektronik (Adilia, 2023).

Sebaliknya, langkah-langkah perlindungan yang bersifat menekan
digunakan untuk menangani konflik atau kerugian yang sudah ada (Yusdiansyah,
2023). Bentuk perlindungan ini meliputi penyediaan layanan pengaduan
konsumen, fasilitas pengembalian dana (refund) atau penggantian barang, serta
pemberian sanksi terhadap penjual yang terbukti melanggar ketentuan platform.
Selain itu, jika mekanisme internal tidak mencapai solusi yang adil, konsumen juga
memiliki pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga eksternal, seperti
Lembaga Arbitrase Konsumen (BPSK) (Octaviani, 2024).
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Prosedur Penyelesaian Sengketa antara Penjual dan Pembeli

Mekanisme Penyelesaian Perkara Sengketa antara penjual dan pembeli
dalam marketplace pada umumnya dilakukan secara bertahap. Tahap awal
dilakukan melalui penyelesaian internal oleh marketplace, yaitu dengan
memanfaatkan fitur pengaduan, mediasi, serta fasilitas pengembalian dana atau
penggantian barang. Mekanisme ini didasarkan pada kewajiban perusahaan untuk
membayar pelanggan. sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta kewajiban
platform dalam menyediakan sistem transaksi yang andal sesuai dengan Regulasi
pemerintah terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana diatur
dalam PP Nomor 80 Tahun 2019. Konsumen dapat menggunakan Lembaga
Arbitrase Konsumen (BPSK) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi
apabila upaya kesepakatan internal tidak berhasil (Pohan et al., 2023). Mekanisme
ini berasal dari Pasal 45 dan 52 UUPK (Uni Sengketa Konsumen), yang memberi
BPSK wewenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan cepat, mudah,
dan hemat biaya melalui arbitrase, mediasi, atau konsiliasi . Sebagai langkah
terakhir, konflik antara penjual dan pembeli dapat diselesaikan di pengadilan
melalui proses hukum formal (Nasution & Irwansyah, 2023). Apabila upaya
penyelesaian perselisihan di luar jalur peradilan tidak menghasilkan kesepakatan,
maka konsumen berhak mengajukan gugatan ke lembaga peradilan, sebagaimana
tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lebih
lanjut, Pasal 5 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
memastikan bahwa transaksi serta bukti elektronik diterima sebagai alat bukti sah
dalam proses peradilan (Sinaga & Tessalonika, 2025).

Tanggung Jawab Marketplace terhadap Sengketa

Tanggung jawab marketplace dalam sengketa antara penjual dan pembeli
pada prinsipnya dibatasi oleh kedudukannya sebagai penyedia platform transaksi
elektronik. Marketplace tidak bertindak sebagai pemilik barang, Namun, sebagai
pihak ketiga yang membantu penjual dan pembeli bertemu. Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam Pasal 19-nya
mewajibkan pedagang untuk menyediakan ganti rugi kepada konsumen atas
kerugian yang muncul dari produk atau layanan yang tidak sesuai dengan
kesepakatan atau mengandung cacat. Tanggung jawab ini dipertegas melalui Pasal
1 ayat 3 UUPK, yang menetapkan bahwa pedagang memikul kewajiban langsung
terhadap kerugian konsumen yang timbul akibat barang atau jasa yang
diperdagangkan (Nugroho et al., 2026) . Meskipun demikian, marketplace tetap
memiliki peran dan tanggung jawab sebagai fasilitator transaksi elektronik. Peran
ini mencakup penyediaan sistem pembayaran yang aman, penahanan dana
sementara (escrow), penyediaan informasi transaksi, serta mekanisme pengaduan
dan penyelesaian sengketa. Kewajiban marketplace tersebut sejalan dengan
ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) mengatur kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik
untuk mengoperasikan sistem yang andal, aman, serta diselenggarakan secara
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bertanggung jawab. Selain itu, Keputusan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019
mengenai aktivitas perdagangan berbasis sistem elektronik menetapkan bahwa
pasar daring harus memverifikasi pelaku ekonomi, seperti yang diatur dalam Pasal
59 dan 65, menjaga transparansi informasi, serta menyediakan sarana penyelesaian
sengketa bagi konsumen. Namun demikian, perlindungan konsumen dalam
marketplace masih menghadapi berbagai kelemahan. Secara tegas, Pasal 18 UUPK
melarang penambahan klausul standar yang membatasi atau mengecualikan
tanggung jawab perusahaan, termasuk marketplace. Dalam praktiknya, masih
ditemukan syarat dan ketentuan platform yang membatasi waktu pengaduan atau
mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada penjual. Selain itu, belum adanya
pengaturan yang tegas mengenai batas pertanggungjawaban marketplace dalam
UUPK maupun peraturan turunan Hal ini membuat konsumen merasa tidak aman
secara hukum jika mereka mengalami kerugian dalam transaksi elektronik
(Pembayun & Gunawan, 2025) .

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan, terlihat bahwa hak-hak konsumen
seperti akses terhadap data yang yang berpotensi merugikan konsumen. Selain itu,
ketergantungan pada pihak ketiga seperti jasa logistik juga sering menimbulkan
sengketa yang sulit diselesaikan secara adil. Kondisi tersebut menyebabkan
penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli belum sepenuhnya mampu
menjamin kepastian hukum serta perlindungan yang optimal bagi konsumen
dalam transaksi marketplace. Penulis menyampaikan terima kasih tepat,
perlindungan kerahasiaan data pribadi, serta jaminan atas informasi yang benar
mendapatkan dukungan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang mengenai
Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun
2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Perlindungan konsumen
dalam marketplace diwujudkan melalui mekanisme preventif, seperti penerapan
sistem escrow, mekanisme verifikasi penjual, dan fitur penilaian, serta mekanisme
represif berupa pengaduan, pengembalian dana, dan penyelesaian sengketa.
Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang
menghambat efektivitas perlindungan konsumen, antara lain ketidakjelasan batas
tanggung jawab marketplace sebagai penyedia platform, lemahnya pengawasan
terhadap penjual, serta keberadaan klausula baku kepada seluruh dosen
Universitas Bina Bangsa terkhusus untuk dosen fakultas hukum atas bimbingan
dan arahan dalam menyelesaikan publikasi artikel ini.
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